










PELATIHAN PAJAK PADA USAHA PETERNAKAN AYAM DI DESA SUMBER 

SEKAR 

A. Latar Belakang 

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan 

ternak untuk memperoleh manfaat dari hasil kegiatan tersebut. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Secara umum hewan yang banyak 

diternakkan di antaranya adalah sapi, ayam. kambing, domba, dan babi. Hasil 

peternakan di antaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian (seperti wol). 

Kebanyakan hewan ternak adalah herbivora atau pemakan tumbuhan, tetapi ada juga 

yang omnivora seperti babi atau ayam. Usaha Peternakan adalah usaha yang bergerak 

dibidang agribisnis 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2013,  usaha peternakan adalah 

kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, dan untuk kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus 

menerus. Berdasarkan informasi macam-macam ternak diatas dan dalam rangka 

memenuhi kewajiban salah satu tri dharma perguruan tinggi, dalam hal ini peneliti 

melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada salah satu peternak ayam pedaging 

di desa sumber sekar dengan memberikan pelatihan perpajakan. Usaha ternak ayam 

yang dijalankan oleh peternak merupakan usaha yang dikelola secara pribadi oleh 

Bapak Kusnu, usaha ternak yang dijalankan sejak tahun 2015. Kandang ayam terletak 

didekat area pemukiman lebih tepatnya di belakang rumah pemilik usaha ternak ayam, 

dengan jarak kurang lebih 10 meter dari rumah pemilik, hal ini dapat dikatakan kurang 

kondusif, dan di lokasi tanah milik sendiri. Modal usaha yang diperlukan untuk 

menjalankan usaha berkisar 22 juta per 1.000 ekor ayam pedaging. Atas kewajiban 

pajak yang harus disetor tahun-tahun sebelumnya yaitu menggunakan peraturan 

pemerintah (PP 23 tahun 2018), Namun setelah berlakunya PP 55 tahun 2022, maka 

bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan 

kekayaan bersih paling banyak 500 juta per tahun, maka dikecualikan sebagai objek 

pajak penghasilan. Namun tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

setahunn sekali, batasnya hingga bulan maret tahun berikutnya.  

Berdasarkan hasil pelatihan yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini dari 

pihak akademisi bidang akuntansi dan perpajakan. Dan berharap pelatihan ini dapat 

berlanjut untuk dapat mengurangi ketidakpahaman wajib pajak terhadap hak dan 

kewajibannya.  

B. Karakteristik Usaha Peternakan 

Usaha peternakan juga memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan usaha 

lainnya, diantaranya adalah:  

1) Usaha peternakan umumnya memiliki hasil produksi sedikit 

2) Investasi modal yang digunakan untuk usaha kecil dan tidak terlalu banyak seperti 

jenis usaha lainnya 

3) Usaha yang skala ekonominya kecil  

4) Terdiri dari sistem intensif 



5) Mencakup 4 komponen, Yaitu manusia sebagai subjek, hewan ternak sebagai objek, 

lahan maupun tanah sebagai dasar ekologi, dan teknologi yang digunakan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan usaha. 

6) Memiiliiki 2 sistem yaitu intensif dengan modal banyak dan teknologi tinggi tetapi 

pekerja sedikit. Sistem ekstensif dengan modal kerja yang sedikit, teknologi rendah, 

tetapi memiliki pekerja yang banyak 

7) Menggunakan hewan ternak dengan tipe berdasarkan makanannya yaitu, ternak non-

ruminasia dan ternak ruminansia 

 

C. Jenis dan Bentuk Usaha Peternakan  

Berasarkan  jenis usaha peternakan, terdapat beberapa skala jenis usaha peternakan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) PETERNAKAN BESAR, Merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan 

pemeliharaan hewab yang berukuran besar. apabila diklasifikasikan menurut jenis 

hewan ternaknya, maka usaha peternakan besar termasuk dalam ternak potong serta 

ternak perah. Terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. 

2) PETERNAKAN KECIL, hewan ternak yang digunakan kecil maupun sedang untuk 

dimanfaatkan dagingg, susu, atau kulit. contohnya domba, kambing, dan babi 

3) PETERNAKAN UNGGAS, merupakan usaha peternakan yang merawat dan 

memelihara hewan bersayap maupun sebangsa burung. 

 

D. Jenis dan Bentuk Usaha Peternakan 

Jenis usaha peternakan berdasarkan system produksi  

1) Peternakan Tradisional 

Jumlah ternak sedikit, tenaga kerja dari keluarga sendiri, teknologi yang digunakan 

rendah 

2) Peternakan Backyard 

Ternak ayang ada dibelakang rumah karena lahan sempit 

3) Peternakan Modern 

      Teknologi yang digunakan modern, jumlah ternak banyak, profit tinggi 

              Bentuk usaha berdasarkan model pengelolaan 

1) Peternakan Ekstensif 

       Hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, contohnya kambing 

2) Peternakan Intensif 

Peternakan  pabrik  yang  umum  di  negara-negara  maju,  hewan  dikandangkan  

dalam gedung  berkepadatan  tinggi, makanannya dibawa dari luar, dan hidupnya 

diatur agar memiliki produksi dan efisiensi tinggi. contohnya hewan unggas 

3) Peternakan Semi Intensif 

Contohnya adalah peternakan keluarga. hewannya berganti antara makan rumput 

dan makan bahan lain seperti pakan dedek. 

 

 



E. Proses Bisnis Usaha peternakan 

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan bisnis usaha 

peternakan 

1) Penyediaan Lahan  

2) Penyediaan Air 

3) Penyediaan dan pengembangan benih atau bibit 

4) Budidaya ternak, meliputi pemeliharaan, pemberian makan, minum, sanitasi 

kandang sesuai dengan standart manajemen  

5) Panen dan pascapanen  

6) Pemasaran Produk peternakan  

 

F. Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Peternakan 

Terdapat beberapa pajak yang dikenakan terhadap usaha peternakan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1) PPh Pasal 21 

2) PPh Pasal 22 

3) PPh Pasal 23 

4) PPh Pasal 25 

5) PPh Pasal 4 ayat (2) 

6) Dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 

G. Ketentuan Pot-Put (Pemotongan dan Pemungutan) 

Terdapat beberapa ketentuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak daalam usaha 

peternakan, diiantaranya adalah sebagai berikut: 

1) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh 

Jika peternak memiliki karyawan, maka atas gaji atau penghasilan yang diberikan 

kepada karyawan tersebut wajib dipotong PPh Pasal 21, Tarif yang digunakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku keperluan industri 

Pemungutan dilakukan atas yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil 

kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui 

proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya. dipungut 

PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai. Dan bersifat non final. 

3) PPh Pasal 23 dikenakan pada jasa yang berkaitan dengan hasil peternakan 

2% dari jumlah bruto. Jika sebuah perusahaan peternakan menggunakan jasa pihak 

ketiga untuk mengolah hasil peternakan (misalnya, pengolahan susu menjadi 

produk olahan), maka atas pembayaran jasa tersebut, perusahaan wajib memotong 

PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto jasa yang dibayarkan. (jasa yang dimaksud 

seperti jasa pemotongan hewan, jasa pengelolaan susu, termasuk pemisahan daging, 

tulang, kulit dll) 

4) PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayar secara berkala oleh Wajib Pajak, 

baik orang pribadi maupun badan usaha, untuk meringankan beban pembayaran 

pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Angsuran ini berfungsi sebagai cicilan 

atas PPh terutang yang akan dihitung secara final pada akhir tahun pajak. 

5) PPh Pasal 4 ayat (2) Final 



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak Orang 

Pribadi atau Badan dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar per 

tahun dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet. Namun, untuk usaha 

peternakan ayam, terdapat informasi bahwa tarif PPh Final yang dikenakan adalah 

1% dari omzet bulanan 

6) Dipungut PBB 

Untuk tarif pajak PBB-P2 sesuai yang tercantum dalam Pasal 34 pada ayat (1) dan 

(2) Perda Nomor 1 Tahun 2024 yakni: 

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% 

2. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 

0,25% 

 

H. Ketentuan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)  

Pada lampiran PMK tahun 2016 ditambahkan ketentuan yakni sapi, kerbau, 

kambing/domba, babi, dan ternak lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN atas 

impor dan penyerahannya. 

Adapun persyaratan yang dibutuhkan tetap sama seperti PMK sebelumnya dengan 

ditambahkan beberapa rincian yakni pemrosesan yang dialami dan jenis ternak tersebut. 

Untuk proses yang termasuk dalam fasilitas ini yaitu hewan ternak dengan kriteria 

sebagai berikut:  

1.  Tanpa diolah. 

2.  Disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dan dikemas/tanpa dikemas. 

Jika usaha peternakan mejual produk yang dikenakan PPN, pelaku usaha harus 

memungut dan menyetor PPN dari penjualan produk tersebut. PP (Peraturan 

Pemerintah) No. 49 Tahun 2022. Bahwa dalam hal ini akan ternak dianggap sebagai 

BKP atau barang kena pajak tertentu yang memiliki sifat strategis, sehingga 

pengenaannya dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. 

 

I. Contoh Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

Pak Kusnu memiliki usaha peternakan ayam potong, kepada Restauran Enakko. Pada 

bulan Januari 2025. Pak Kusnu mencatat transasksi sebagai berikut. 

1) Penjualan daging ayam potong kepada Restauran Ennakko Rp. 10.000.000,- . 

2) Pembelian Pakan Ayam (Konsentrat) Pada CV Unggas Rp. 17.000.000,- 

3) Pembelian alat produksi panci dan kompor gas pada CV Ogan seharga Rp. 

3.500.000,- 

Berapa PPN keluaran yang harus dipungut UD Sejahtera Manunggal? Berapa PPN 

masukan yang dapat dikreditkan? 

Berapa PPN yang harus disetor oleh UD Sejahtera Abadi?  

1) PPN Keluaran : Karena penjualan daging ayam potong tidak dikenakan PPN,  

maka: PPN keluaran = Rp 0 

2) Pembelian pakan ayam (konsentrat) Rp. 17.000.000 X 11%= Rp. 1.870.000,- 

Sehingga pajak masukannya sebesar Rp.1.870.000,- 

Kesimpulannya: Usaha ternak ayam pak Kusno harus membayar PPN sebesar Rp. 

1.870.000., ke kas negara, namun yang menyetorkan adalah penjualnya, dalam hal  



 

Lini adalah CV Unggas. Karena CV unggas adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak) 

yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pemotongan PPN kepada 

pembeli. UD Sejahtera Abadi (Pembeli) memperoleh Faktur Pajak dari CV Unggas 

(penjualnya). 

3) Pembelian peralatan produksi ayam: Rp3.500.000 X PPN 11%= Rp. 385.000,- 

Sehingga pajak masukannya sebesar Rp.385.000,- 

Kesimpulannya: Usaha Sejahtera Abadi harus membayar PPN sebesar Rp. 

385.000,- 

ke kas negara, namun yang menyetorkan adalah penjualnya, dalam hal ini adalah 

CV Ogan. Karena CV Ogan adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang diberikan 

kewenangan oleh negara untuk melakukan pemotongan PPN kepada pembeli. UD 

Sejahtera Abadi (Pembeli) memperoleh Faktur Pajak dari CV Ogan (penjualnya).  

 

J. Kewajiban Perpajakan yang wajib dilakukan oleh Pak Kusnu 

Terdapat beberapa Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh usaha perternakan 

ayam yang dijalankan oleh pak Kusno, yaitu dengan melakukan : 

1) Pendaftaran NPWP 

Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas wajib pajak. 

2) Menghitung Penghasilan  

Pajak Penghasilan Orang pribadi, dengan menyetorkan pajak penghasilan  (omzet 

yang diperoleh) dikalikan dengan tarif 0,5%, berdasarkan peraturan pemerintah no 

55 tahun 2022.  

3) Membayar Pajak Penghasilan atau Menyetor Pajak Penghasilan  

Pajak Penghasilan Orang pribadi, dengan menyetorkan pajak penghasilan  (omzet 

yang diperoleh) dikalikan dengan tarif 0,5%, berdasarkan peraturan pemerintah no 

55 tahun 2022.  

4) Melapor SPT Tahunan  

 

 

 



 

  Gambar : SPT Tahunan Induk Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN-LAMPIRAN GAMBAR KEGIATAN PENGABDIAN 

MASYARAKAT 

Gambar 1: Ayam di kandang ayam 

 

 



Gambar 2: Foto dengan pemilik ternak ayam  

 
Gambar 3: Stock Pakan Ayam  


